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ABSTRACT 

This research have the purpose is to find out the comparison between Tabanan Regency which is 
dominated by a particular party and Klungkung Regency which is not dominated in the process of 
determining the APBD to find out how the debate during the process of determining the APBD takes 
place. Descriptive qualitative research methods used in this research with purposive sampling 
technique. The findings of this study are that Tabanan Regency is dominated by a dominant party 
system. This condition causes the determination of APBD in Tabanan Regency without 
experiencing significant obstacles and debates. Determination of APBD in Klungkung Regency is 
still multi-stakeholder and experiences quite a lot of debate and the dominant party system and 
polarized pluralism system directly affect the process of determining the APBD in Tabanan and 
Klungkung Regencies. 
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1. PENDAHULUAN 

Demokrasi merupakan suatu sistem 
pemerintahan dalam negara dengan tujuan 
untuk menciptakan kedaulatan rakyat pada 
negara agar dapat laksanakan oleh 
pemerintah negara (Budiarjo, 2015:201). 
Menurut Ristyawati (2016), dinamika 
demokrasi yang terdapat di Indonesia, salah 
satu cara untuk memunculkan aspirasi ialah 
dengan cara menerapkan sistemPmultipartai. 
SistemXmultipartaiwadalah-sistem kepartaian 
dimanaDdidalam Negaraoyang terdapat-
lebihidari duaypartaiupolitikcserta tidakoada 
satuopun partai7memiliki mayoritasomutlak 
(Sigit, 2012: 40). Keanekaragaman budaya 
lebih tercermin dalam sistem multipartai ini 
jika disandingkan pada sistem dua partai 
(Sanit, 2010: 24).  

Setelah adanya otonomi daerah, 
pemerintahodaerahPprovinsi, kabupatenodan 
kotaPmemiliki wewenang untuk mengaturk 
serta mengurus sendiri kegiatan 
pemerintahankberdasarkan asasPotonomi 
serta tugaskpembantu yang diatur dalamk 
UUD 1945 PasalW18LayatP(2) tentang 
Pemerintah Daerah. Jika berkaca dari 
Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 
tentang pemerintah Daerah, DPRD 
mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran 
dan=fungsi_pengawasan. 

Menurut Suprianto (2016), DPRDl 
memilikiPperan sangatWpenting dalam 
penetapan APBD, karena keberhasilan 
kebijakan ekonomi di suatu daerah bertumpu 
pada anggaranWpendapatan danPbelanja 
daerahWtersebut, maka dari itu keterlibatan 



2  parlemen sangatlah diperlukan dalam 
penetapanya. Dalam perancangan APBD 
badan legislatif daerah ikut serta secara aktif, 
maka diharapkan DPRD dapat menyerap 
aspirasi seluruh kalangan masyarakat 
(Kamilah, 2014)  

Kabupaten Tabanan menjadi 
perhatian peneliti karena DPRD-nya 
didominasi oleh satu partai yang tercermin 
dari dominasi jumlah kursi yang diperoleh. 
Hal tersebut disajikan pada tabel+1.1 terkait 
jumlahKkursio DPRD yang-diperolehLpartaik 
politik di Kabupaten Tabanan. 

TabelP1.1i 
Jumlah kursiPDPRD yang-diperolehipartai 

politik di Kabupaten Tabanan. 

NO 
DPRD TABANAN TAHUN 2014 - 2019  
PARTAI JUMLAH PRESENTASE 

1 PDIP 22 55 
2 DEMOKRAT 4 10 
3 GOLKAR 6 15 
4 NASDEM 2 5 
5 HANURA 2 5 
6 GERINDRA 4 10 
JUMLAH 40 100 

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Tabanan 

Tabel 1.1 menunjukan jumlah kursi 
DPRD di Kabupaten Tabanan dengan total 
40 kursi. Jumlah kursi terbanyak diperoleh 
oleh partai PDIP sejumlah 22 kursi atau 55 
persen dari total jumlah presentase yang ada. 
Banyaknya perolehan kursi yang diperoleh 
partai PDIP menunjukan DPRD didominasi 
oleh partai tersebut. Kondisi ini menunjukan 

bahwa DPRD Kabupaten Tabanan 
didominasi oleh satu partai.  

Kabupaten Klungkung merupakan 
salah satu daerah multipartai non dominasi di 
Provinsi Bali, kondisi tersebut dapat 
dinyatakan dari tabel 1.2 terkait perolehan 
jumlah kursi DPRD berdasarkan partai politik 
di Kabupaten Klungkung.  

Tabel 1.2 
JumlahLkursijDPRD yang-diperoleh-partai 

politikl di Kabupaten Klungkung. 

NO DPRD KLUNGKUNG TAHUN 2014 - 2019  
PARTAI JUMLAHi PRESENTASE 

1 NASDEM 1 3.33 
2 PDIP 7 23.33 
3 GOLKAR 4 13.33 
4 GERINDRA 8 26.7 
5 DEMOKRAT 3 10 
6 HANURA 5 16.65 
7 PKPI 2 6.66 
JUMLAH 30 100 

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Klungkung 

Tabel 1.2 menunjukan jumlah kursi 
DPRD di Kabupaten Klungkung dengan total 
30 kursi. Partai Gerindra memperoleh 8 kursi 
atau 26,7 persen dari total keseluruhan 
presentase, PDIP memperoleh 7 kursi atau 
23,33 persen, Hanura memperoleh 5 kursi 
atau 16,65 persen, Golkar memperoleh 4 
kursi atau 13,33 persen, Demokrat 
memperoleh 3 kursi atau 10 persen, PKPI 
memperoleh 2 kursi atau 6,66 persen, 
Nasdem memperoleh 1 kursi atau 3,33 
persen. Tabel diatas menunjukan tidak 



3  adanya partai mendapatkan kursi melelebihi 
dari 50 persen, kondisi tersebut 
memperlihatkan bahwa DPRD Kabupaten 
Klungkung tidak didominasi oleh partai 
tertentu.  
2. KAJIAN PUSTAKA 

Teori Party System  
Menurut Giovanni Sartori dalam 

Surbakti (1992: 127) menjelaskanKsistem 
partaiFtidakbcukup hanyahjumlah partaijyang 
perlu diperhatikan dalamgsistem kepartaian, 
tetapi perlu juga diperhatikan jarak ideologis 
antar partai. Berdasarkan pertimbangan ini 
Giovanni Sartori mengelompokkan sistem 
kepartaian dalam tiga kelompok yaitu sistem 
dua partai dengan derajat polarisasi ideologi 
yang rendah (moderate pluralism sistem), 
sistem multipartai dengan derajat polarisasi 
yang tinggi (polarized pluralism sistem), serta 
sistem dimana secara konsisten partai yang 
sama memenangi mayoritas kursi 
(predominant party system). 

Partai Politik 
PartaiWpolitikKadalahQsuatu badanl 

hukumypublik yangHdiakui olehKpemerintah 
danWterdiri dariYsekelompok orangLyang 
terorganisirWsecara baikKhdenganHdtujuan 
merebutGatau mempertahankanKlkekuasaan 
secaraMdamai lewatj pemilihan umum 
(pemilu)Wyang dilaksanakanHsecarajberkala 
(Satriawan, 2015). Budiardjo (2015) 
mendefinisikanPpartai_politikGsebagaipsuatu 
kelompokLyangKterorganisir=yangPanggota-
anggotanyai mempunyaiKorientasi, nilai-nilai 
dan=cita-citafyang8sama. TujuanPkelompok 
ini+ ialahpluntuk- memperolehDnkekuasaan 

politik dan merebut kedudukan 
politikPbiasanya dengani jcara konstitutionalp 
untukj melaksanakani kebijaksanaan-
kebijaksaankmerekaR(Megawati, 2017). 

Sistem Kepartaian 
SalahHjsatu catatanGjkritis jSartori 

dalam Sutisna (2015) atasGklasifikasi 
DuvergerHadalah pandangannya,Djbahwa 
penggolonganWsistemPjkepartaian jbukan 
sekedargmasalahk jumlahk partai,lmelainkani 
jarakhideologitdiantarat partai-partaik yang 
ada. Kongkritnya,fpenggolonganl sistem 
kepartaiana didasarkanx atasl jumlahc kutub 
(polar),WjarakPdiantaral kutub-kutubi kitu 
(polarisasi) dan_arahLperilaku Kpolitiknya. 
BerdasarkanZdua aspekFpenting iniKjumlah 
partaiHdan jarakzGjideologinya,WqSartori 
kemudianZjmembuat klasifikasi sistem 
kepartaian menjadi 4 tipologi, yaitu Two-Party 
Systems (sistem dua partai), Moderate 
Pluralism (sistem multipartai dengan derajat 
polarisasi ideologi yang rendah), Polarized 
Pluralism (sistem multipartai dengan derajat 
polarisasi yang tinggi) dan Predominant-Party 
Systems (sistem dimana secara konsisten 
partai yang sama memenangi mayoritas 
kursi). 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) 
Pengertian dan makna legislatif 

daerah telah mengalami pergeseran 
mendasar sejak berlakunya UU No.22 Tahun 
1999 tentang Pemerintahan Daerah, 
kemudian UU No.32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah. Sesuai isi UU No.32 
Tahun 2004 dalam hal menimbang 



4  disebutkan bahwai dalam rangka 
penyelenggaraanopemerintahank daerah 
sesuaic denganWamanat UUDL01945, maka 
pemerintahanKdaerah, iyang mengaturo dan 
mengurusKsendiriGurusan pemerintahanl 
menurutd tasas Hotonomily dan tugasl 
pembantu.  

Pasal 40 UU No.32 Tahun 2004 
menyatakan bahwa Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah merupakanzklembaga 
perwakilanorakyatXdaerah    berkedudukanh 
sebagaiKunsurIpenyelenggarappemerintahan 
daerah. HalHyang-samaBterdapatKjugaipada 
kedudukanxDPRDykabupaten atau ckota, 
yanglberbunyixDewank Perwakilanp Rakyatl 
DaerahGkabupatenPatau kotaHilmerupakan 
lembaga perwakilan rakyat daerahKyang 
berkedudukan Gsebagai lembaga 
pemerintahanKkabupatenCatauYkota. 

AnggaranjPendapatanjdanjBelanja 
Daerahg(APBD)j 
Menuruts Undang-UndangkNomor 17 

TahunK2003GPasalX1Wayat 8 tentangj 
KeuanganHNegara,lGAPBD adalahkrencanal 
keuangann tahunann pemerintahl daerahl 
yangl disetujuin olehl DPRD. Namunn dalam 
Peraturanl pemerintahl Nomorl 55 tahun 2005 
Pasal 1 ayat 7 tentang Danal Perimbangan.l 
APBD adalahl rencanal keuanganl tahunan’ 
pemerintahan’ daerah’ yangl dibahasn dan 
disetujuil bersamal olehl Pemerintahl Daerahl 
dan DPRD, danl ditetapkanl denganl 
peraturanl daerah. Pengertianl APBD jugal 
terdapatl dalaml Peraturanl Pemerintahl 
Nomorl 58cTahunB2005WPasal 20Ztentang 

Pengelolaanl Keuanganl Daerahl yangl 
menyebutkanl bahwal APBD merupakanl 
satul kesatuanl yangl terdiril daril 
Pendapatanl Daerah,l Belanjal Daerahl danl 
Pembiayaanl Daerah.  

3. METODELOGIGPENELITIANl 
PadaApenelitian ini,gjenisHpenelitian 

yangFdigunakanDadalahKpenelitianLkualitatif 
deskriptif. PenelitianZkualitatif menurulk 
CreswellLdalam NoorY(2014: 34)kmerupakan 
suatuKgambaranRkompleks, menelitiCkata-
kata, laporanWterinciTLdariJKpandangan 
responden,YdanGmelakukanDCstudiTxipada 
situasiDyangWalami. Pendekatan kualitatifl 
adalahMxsuatu jproses penelitianWkdan 
pemahaman yangKberdasar padajmetodologi 
yangkmenyelidikicsuatu fenomenaksosial dan 
masalahpmanusia, dimana padakpendekatan 
iniWpeneliti menekankanGsifat realitasKyang 
terbangunDantara penelitiRdan subjekLyang 
ditelitiC(Moleong, 2014: 33). Pendekatan 
deskriptif merupakan penelitian yang 
menjelaskan sebuah fenomena yang terjadi 
dalam keadaan social (Nasution, 2003: 40). 
Responden dalamGpenelitian iniHLadalah 
pihak-pihakXyang terkaitHlcdalamGXproses 
penetapan APBD dicKabupaten Tabanan dan 
Kabupaten Klungkung. TeknikVpengumpulan 
dataxdalam penelitianVjini menggunakanj 
teknikXwawancara, observasiKxdan jstudi 
dokumentasi. HasilKdari analisis data akan 
disajikan secara gabungan antara formal dan 
informal. Penguraian data akan diuraikan 
dalam deskripsi kata-kata dan akan ditambah 



5  dengan data-data formal lain berupa tabel, 
gambar dan juga dokumen jika diperlukan. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kabupaten Tabanan 
KabupatenDDxiTabananDDWdengan 

peringkatCnomorGduaMkabupaten terluas ini 
terdiriDdariK10Bkecamatan yaitul Kecamatan 
Selemadeg,GKecamatanMSelemadeg Timur, 
KecamatanGSelemadegHiBarat, Kecamatanl 
Kerambitan, Kecamatanl lTabanan, 
KecamatanGLKediri,MwKecamatan LMarga, 
KecamatanGsBaturiti, lKecamatanGPenebel, 
KecamatanKPupuan (Pemerintahl Kabupaten 
Tabanan).KPerkembanganCperekonomian di 
KabupatenMTabanan bertumpuKpada bidang 
pertanianPdanKbidangHxpariwisatal (Badan 
Pusat Statistik Kabupaten Tabanan). 

DewanzPerwakilanZRakyatKcDaerah 
KabupatenHTabanan merupakanFilembaga 
perwakilanKrakyat daerahjdan jberkedudukan 
sebagaiHunsur penyelenggarakpemerintahan 
daerahGdi KabupatenPTabanan. Struktur 
kepimpinan DPRDGKabupaten Tabanan 
periode 2014-2019 dipimpin oleh I Ketut 
Suryadi, S.Sos yang berasal dari partai PDIP 
dan memiliki dua wakil ketua DPRD yaitu Ni 
Made Meliani, SH yang berasal dari partai 
Golongan karya dan Ir. Ni Nengah Sri 
Labantari yang berasal dari partai Gerindra. 
Berdasarkan Tabel 1.1 AnggotaxDPRD 
KabupatenvTabanankmasarbhakti 2014-2019 
berjumlah 40 anggota DPRD yang terdiri dari 
22 anggotazDPRD yangcberasal darivpartai 
PDIP, 6 anggotacDPRD yangkberasal jdari 
partaikGolongan Karya, 4 anggotaxjDPRD 

yang berasaljdariJpartai Demokrat, 4janggota 
DPRDzyang berasalvdari partaikGerindra, 2 
anggotaGDPRDKyangPberasalFdariYGpartai 
Hanura,Wdan 2 anggotacDPRD yangjberasal 
darixpartai Nasdem (Dewan Perwakilan 
Rakyat Kabupaten Tabanan). Secara 
presentase jumlah anggota partai PDIP dapat 
dikatakan mendominasi DPRD Kabupaten 
Tabanan karena memiliki jumlah presentase 
tertinggi yaitu 55 persen dari total 
keseluruhan jumlah anggota. 

KabupatenSKlungkungj  
KabupatenSKlungkung merupakanj 

KabupatenKyang palingOkecil dariFsembilan 
KabupatenUdan Kodya diCBali. lKabupaten 
Klungkung terdiri dari empatZKecamatan 
yaituHKecamatan Nusa Penida, jKecamatan 
Banjarangkan,HKecamatanVKlungkung, dan 
KecamatanGDawan (Pemerintah Kabupaten 
Klungkung).  

Struktur kepimpinan DPRD 
Kabupaten Klungkung periode 2014-2019 
dipimpin oleh I Wayan Baru, S.Sos yang 
berasal dari partai Gerindra dan memiliki dua 
wakil ketua DPRD yaitu IR. I Nengah Ariyanta 
yang berasal dari partai PDIP dan I Wayan 
Buda Parwata, Sp yang berasal dari partai 
Hanura. Berdasarkan tabel 1.2 Anggota 
DPRD kabupaten Klungkung dengan masa 
bhakti 2014-2019 berjumlah 30 anggota 
DPRD yang terdiri dari 8 anggotacDPRD 
yangnberasal daridpartai Gerindra, 4janggota 
DPRDHyang berasalZdari partaiSGolongan 
Karya, 5 anggotaGDPRDLyang berasalldari 
partai Hati NuraniGRakyat, 3 anggotakDPRD 
yangjberasal daridpartai Demokrat, 7 anggota 



6  DPRDgyang berasalhdari partaiKPDIP, 2 
anggota DPRDWyangMberasalPdari partai 
KeadilanWdanKPersatuanMIndonesia dan 1 
anggotaHDPRD yangFberasal dariFpartai 
Nasdem (Sekretariat DPRD Kabupaten 
Klungkung, 2017). Secara presentase jumlah 
anggota tidak ada yang memiliki jumlah 
presentase yang lebih dari 50 persen atau 
mendominasi dalam jumlah anggota DPRD 
Kabupaten Klungkung. 
5. HASIL TEMUAN  
 Kabupaten Tabanan  

Kabupaten Tabanan dipimpin oleh Ni 
Putu Eka Wiryastuti sebagai Bupati dan I 
Komang Gede Sanjaya, SE, MM sebagai 
Wakil BupatiWyangMdiusung oleh Partai 
DemokrasiKIndonesiaWxPerjuanganM(PDIP) 
selama dua periode berturut-turut dari 2010-
2015 dan 2015-2020. Berdasarkan tabel 1.1 
terlihat bahwa DPRD Kabupaten Tabanan 
didominasi oleh partai PDIP dengan jumlah 
22 kursi yaitu 55 persen dari total jumlah 
keseluruhan. 

DPRD kabupaten memegang salah 
satu peranan penting dalam penyusunan 
APBD bersama dengan Eksekutif (Yuliana, 
2012). Penyusunan APBD melewati tahapan 
yang sangat panjang dan pastinya banyak 
sekali perdebatan didalamnya, namun 
menurut Ibu Ir. Ni Nengah Sri Labantari di 
Kabupaten Tabanan ini hampir tidak pernah 
ada perdebatan yang signifikan. Selama 
penyusunan APBD Kabupaten Tabanan 
hampir tidak pernah terjadi deadlock. 
Penyusunan APBD di Kabupaten Tabanan 
dapat dikatakan termasuk dinamis karena 

sangat jarang terjadi penolakan-penolakan 
dari pihak fraksi lain, semua memilih 
mengikuti partai yang lebih besar.  

Komunikasi yang baikgXantara 
Eksekutif dan Legislatif sangat penting dalam 
pelaksanaan tugasnya sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 
Komunikasi antaraDEksekutif danZLegislatif 
diOKabupaten Tabanan terbilang baik, hal ini 
terlihat dari tidak adanya perdebatan yang 
berarti saat Rapat Paripurna berlangsung. 
Dalam penyusunan APBD Pemerintah 
Kabupaten menggunakan pedoman 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 
Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019. 

Kabupatenj Klungkungj 
Kabupaten Klungkung dipimpin oleh 

Bupati I Nyoman Suwirta dan I Made Kasta 
sebagai Wakil Bupati. Bupati Nyoman 
Suwirta yang diusung oleh Partai Gerindra ini 
dipercaya oleh masyarakat Kabupaten 
Klungkung memimpin dalam dua periode 
sampai sekarang. Berdasarkan tabel 1.2 
DPRD Kabupaten Klungkung dapat dikatakan 
non dominasi, karena dari 7 partai politik 
yang memenangi kursi di DPRD Kabupaten 
Klungkung tidak satupun mendapatkan kursi 
lebih dari 50 persen. Penyusunan dan 
penetapan APBD di Kabupaten Klungkung 
bukan tugas yang mudah bagi eksekutif dan 
legislatif sebagai penyelenggara pemerintah 
daerah. Banyaknya perbedaan dan 
kepentingan menyebabkan pembahasan 
APBD ini menjadi sangat rumit. Pembahasan 



7  APBD di Kabupaten Klungkung dapat 
dikatakan sangat alot dikarenakan banyaknya 
partai politik yang berkuasa menghasilkan 
kepentingan yang berbeda. Kepentingan 
yang berbeda akan menjadi perdebatan yang 
cukup sulit untuk menemukan kesepakatan. 
Tidak masuknya program DPRD kedalam 
APBD adalah hal yang paling sering 
diperdebatkan dalam pembahasan APBD
 Berdasarkan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019, sudah jelas disebutkan 
uraian pedoman penyusunan sampai dengan 
tata cara dan teknis penyusunan APBD 
Tahun Anggaran 2019. Batas akhir jKepala 
DaerahYldan DPRDHlmenyetujui lbersama 
rancanganGperaturan daerahctentang jAPBD 
TahunkAnggaranJ2019 juga dijelaskan dalam 
pedoman penyusunan APBD, perancangan 
APBD cukup panjang prosesnya dan di 
Kabupaten Klungkung ini termasuk alot 
namun tetap sesuai target dalam artian tidak 
pernah terjadi keterlambatan 

 
6. ANALISISGHASILKTEMUAN 

 Dari hasil penelitian yang telah 
dilakukan Kabupaten Tabanan dan 
Kabupaten Klungkung memiliki perbedaan 
dari segi sistem multipartai. Penulis 
menemukan dua struktur yang berbeda dari 
sistem multipartai tersebut yaitu Kabupaten 
Tabanan dominasi satu partai (predominant 
party system) dan Kabupaten Klungkung non 
dominasi (polarized pluralism systems). 

 Menurut Teori Giovanni Sartori 
Kabupaten Tabanan termasuk dalam 
predominan party systems (sistem dimana 
secara konsisten partai yang sama 
memenangi mayoritas kursi), kondisi 
Kabupaten Tabanan didominasi partai PDIP 
yang memenangi 55 persen kursi di DPRD 
bersertaWBupatiGdanTmWakildgBupati yang 
berasalDdariTpartaiGyangMsama. Dominasi 
partai di Kabupaten Tabanan juga 
menyebabkan partai yang memiliki suara 
kecil otomatis akan mengikuti suara 
terbanyak yaitu PDIP sebagai partai 
mayoritas. Komunkasi menjadi strategi partai 
PDIP sendiri dalam mengayomi partai kecil 
dibawahnya.  

Dalam teori Giovanni Sartori 
Kabupaten Klungkung termasuk polarized 
pluralism systems (sistem multipartai dengan 
derajat polarisasi yang tinggi), dimana kondisi 
di Kabupaten Klungkung tidak ada satupun 
partai yang mendominasi atau tidak ada 
partai yang memperoleh kursi lebih dari 50 
persen. Proses penetapan RAPBD menjadi 
APBD di Kabupaten Klungkung mengalami 
tarik ulur, dikarenakan banyaknya 
kepentingan didalamnya. Kabupaten 
Klungkung termasuk multi kepentingan, 
dengan adanya banyak partai yang berkuasa 
membawa kepentingan masing-masing maka 
perbedaan pendapat sangat wajar terjadi 
sehingga susah sekali untuk mencapai 
konsensus. 
7. KESIMPULAN 



8   Hasil penelitian menunjukan bahwa 
Kabupaten Tabanan didominasi satu partai 
(predominant party system) yaitu partai PDIP 
memenangi mayoritas kursi. Kondisi ini 
menyebabkan dalam penetapan APBD di 
Kabupaten Tabanan tidak mengalami 
kendala dan perdebatan yang berarti, karena 
partai yang memiliki suara yang lebih kecil 
akan mengikuti suara terbanyak. Hal tersebut 
relevan dengan teori yang dinyatakan oleh 
Giovanni Sartori bahwa predominat party 
system akan menyebabkan tidak ada 
kelompok yang berseberangan atas sebuah 
ideologi.  

Dalam penelitian ini Kabupaten 
Klungkung termasuk non dominasi (polarized 
pluralism systems). Kondisi ini menyebabkan 
dalam penetapan APBD di Kabupaten 
Klungkung masih multi kepentingan dan 
mengalami cukup banyak perdebatan. Hal 
tersebut sesuai dengan teori Giovanni Sartori 
bahwa polarized pluralism systems selain 
terlalu banyaknya jumlah partai dalam sistem 
ini, masing-masing partai juga memiliki 
ideologi yang bertentangan sehingga susah 
sekali untuk mencapai konsensus. 
Berdasarkan peneilitian ini dapat diketahui 
bahwa Predominant party system dan 
polarized pluralism systems secara langsung 
mempengaruhi proses penetapan APBD di 
Kabupaten Tabanan dan Kabupaten 
Klungkung.  
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